




 TINJAUAN PUSTAKA  
A. Penelitian Terdahulu  
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti ambil. Peneliti 
mengambil beberapa rujukan atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan apa 
yang menjadi fokus peneliti yaitu, berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang 
pengembangan madrasah. Penelitian mengenai kebijkan pendidikan Islam 
bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada penelitain-penelitian sebelumnnya. 
Beberapa tinjauan pustaka yang dapat peneliti ambil antara lain :  
1. Penelitian Fadly Mart Gulton dalam Skripsinya “Kebijakan Pendidikan 
Keagamaan Islam (Studi Tentang Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 
2007)” di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian tersebut, 
memaparkan penjelasan mengenai kebijakan PP RI No. 55 Tahun 2007 
dalam prespektif publik. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk 
mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan pendidikan keagamaan Islam 
dalam PP RI No. 55 Tahun 2007 dengan menggunakan prespektif publik. 
Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa PP RI No. 55 Tahun 
2007 jika ditinjau dari kebijakan publik terkait pendidikan keagamaan 
pendidikan Islam berbentuk kebijakan formal, yaitu perundang-undangan. 
2. Penelitian Adhe Sukma Kurniawan dalam skripsinya “Perkembangan 
Kualitas Pendidikan Madrasah : Telaah atas Kebijakan Pemerintah Untuk 




Penelitian tersebut menjelaskan tetang bagaimana perkembangan 
pendidikan Islam madrasah yang ditinjau dari segi kualitasnya, juga 
menjelaskan tentang bagaimana bentuk kebijakan yang relevan dengan 
masyarakat. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
perkembangan pendidikan madrasah dari segi kualitas lulusannya. Adapun 
penelitian ini menyimpulkan bahwa penelaahan atas kebijakan pemerintah 
untuk madrasah melalui Menejemen Mutu Terpadu (TQM) yang 
merupakan suatu sistem menejemen yang mendayagunakan sumber-sumber 
kualitas yang ada dalam organisasi melalui tahapan-tahapan menejemen 
secara terkendali untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan 
secara efektif dan efisien. Kesulitan dalam penggunaan TQM adalah pada 
penentuan kualitas prodak lulusannya yeng lebih bersifat kualitatif.  
3.  Penelitian Nurhayati dalam skripsinya “Studi Historis Perkembangan 
Pendidikan Islam di Indonesia; Telaah terhadap perubahan Kurikulum 
Madrasah Aliyah Pasca UUS PN 1989”. Penelitian ini bertujuan untuk 
menjelaskan bagaimana perubahan kurikulum Madrasah Aliyah Pasca UUS 
PN Tahun 1989 serta dampak dari perubahan tersebut. Tujuannnya 
memberikan informasi tentang berbagai macam perubahan kurikulum 
madrasah dan dampak dari perubahan tersebut. Adapun hasil dari penelitain 
ini menyimpulkan bahwa  terdapat banyak perubahan yang terjadi pada 
kurikulum Madrasah Aliyah Pasca UUS PN Tahun 1989, salah satunya 
adalah pengembangan madrasah dan para stafnya lebih serius dalam 




4. Penelitian Ratna Hidayatus Sa’diyyah dalam skripsinya “Inovasi Sistem 
Pendidikan Madrasah Dalam Mewujudkan Madrasah yang Berkualitas di 
Madrasahah Tsanawiyah Negri Malang III Gondanglegi” Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitian ini menjelaskan tentang 
bagaimana pelaksanaan inovasi pada komponen sistem pendidikan Islam 
yang dilakukan MTs Negeri Malang III Gondanglegi dalam rangka 
mewujudkan madrasah yang berkualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui usaha apa saja yang dilakukan MTs Negeri Malang III 
Gondanglegi dalam rangka mewujudkan madrasah yang berkualitas. 
Adapun hasil penelitian ini adalah terdapat usaha yang dilakukan MTs 
Negeri Malang III Gondanglegi seperti inovasi dalam Kurikulum, sarana 
dan prasarana dll. Langkah tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas 
madrasah.  
5. Penelitian Tukinem dalam skripsinya “Analisis Kebijakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Evaluasi USBN PAI” Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga.  Penelitian ini menjelaskan tentang 
kegelisahan atas realitas pada sebagian besar peserta didik, guru, dan orang 
tua yang terkait dengan kualitas evaluasi penilaian hasil belajar pendidikan 
agama terutama Pendidikan Agama Islam yang belum sebagaimana 
diidealkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PP/55/2007 
dan Permenag RI/16/2010 dalam perspektif evaluasi pendidikan adalah 




evaluasi USBN PAI) tersebut telah direspon oleh sebagian besar satuan 
pendidikan/institusi/lembaga pendidikan Propinsi DIY khususnya 
Kabupaten Sleman. Satuan pendidikan terutama guru mata pelajaran 
pendidikan Agama Islam merespon dengan sangat baik terkait dengan 
USBN PAI karena guru lebih mudah mengevaluasi keberhasilan/prestasi 
peserta didik dan telah mencakup tiga ranah penilaian yaitu ranah kognitif 
(USBN PAI bentuk ujian tulis), afektif (USBN PAI bentuk pengamatan 
terhadap pengamalan akhlak peserta didik oleh guru mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam), dan ranah psikomotorik (dengan ujian praktik). 
Kelebihan kedua payung hukum tersebut adalah USBN PAI telah dapat 
mengukur keberhasilan/prestasi peserta didik dengan tuntas dan lebih 
mudah cara mengevaluasinya. Sedangkan kekurangan kedua payung hukum 
tersebut adalah masih ada yang belum merespon kebijakan tentang USBN 
PAI karena berbeda secara institusi lembaga (seperti Muhammadiyah) yang 
mempunyai kebijakan tersendiri dalam mengevaluasi Pendidikan Agama 
Islam. 
6. Penelitian Siti Ma’unatul Chusna dalam skripsinya “Analisis Peraturan 
Menteri Agama (Permenag) Ri No. 2 Tahun 2008 dan Implementasinya 
dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 
Purwoasri Kediri”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan, bagaimana 
implementasi Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI No. 2 tahun 




Kediri. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi 
PERMENAG RI No. 2 tahun 2008 yang dikeluarkan oleh departemen 
Agama yang isinya tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi ini 
adalah sangat relevan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN Purwoasri Kediri demi 
terciptanya lulusan (out put) yang berkualitas dibidang Pendidikan Agama 
Islam. Hal ini dapat ditinjau dari adanya indikasi yang menerangkan bahwa: 
a) terdapatnya lingkup materi minimal, b) kurikulum yang lebih fokus dan 
terarah pada pencapaian tujuan, c) tingkat kompetensi minimal (standar 
ketuntasan minimal) pada mata pelajaran. 
7. Penelitian Nur Akhlis Afifah dalam tesisnya “Implementasi Peraturan 
Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan 
Pengawas PAI pada Sekolah dalam Kinerja Pengawas PAI SMP di Kota 
Surakarta Tahun 2015”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Implementasi 
Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas 
Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah dalam kinerja pengawas PAI 
tingkat SMP di kota Surakarta tahun 2015, (2) Faktor pendukung dan 
penghambat dalam implementasi PMA No. 2 Tahun 2012 dalam kinerja 
pengawas PAI tingkat SMP di kota Surakarta tahun 2015, (3) Solusi yang 
harus dilakukan dalam implementasi PMA No. 2 Tahun 2012 dalam kinerja 
pengawas PAI SMP di Surakarta tahun 2015. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa (1) Secara umum PMA No. 2 tahun 2012 telah 




tahun 2015 walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang belum 
dapat diimplementasikan secara optimal, (2) Faktor Pendukung 
implementasi PMA No. 2 Tahun 2012 antara lain pemanfaatan teknologi 
informasi yang tepat dalam proses pengawasan, pelaksanaan pengawasan 
sesuai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tanggung 
jawab, penggunaan menejemen pengawasan dengan baik serta 
ghirah/motivasi pribadi dari pengawas itu sendiri dalam bekerja. Adapun 
faktor penghambatnya adalah beban kerja pengawas pada guru binaan yang 
sangat banyak beserta beragam karakternya, realita di lapangan yang 
berbeda dengan perencanaan, serta dampak lain dari efek tidak 
maksimalnya pengawasan akibat dari kurangnya jumlah pengawas yang 
tidak sebanding dengan jumlah guru binaannya, (3) Solusi yang dilakukan 
dalam implementasi PMA No. 2 Tahun 2012 dalam kinerja Pengawas PAI 
SMP adalah memaksimalkan kinerja pengawas Madrasah dan pengawas 
PAI pada sekolah, melaksanakan pengawasan menggunakan skala prioritas, 
serta pengusulan pengangkatan pengawas baru. 
B. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 
Penelitian ini menjelaskan fenomena baru tentang penyelenggaraan madrasah 
di Indonesia. Sebagaimana diketahui, madrasah sebelumnya merupakan lembaga 
swasta yang tidak dinaungi oleh pemerintah. Penelitian ini berfokus pada fenomena 
baru tentang kebijakan pemerintah yaitu pada Peraturan Menteri Agama No. 90 
Tahun 2013 (telah diubah menjadi PMA No. 66 Tahun 2016) tentang 




pemerintah untuk mendirikan madrasah unggulan/model sekurang-kurangnya satu 
di setiap provinsi. Termasuk pendirian MAN Insan Cendekia. Pendirian MAN 
Insan Cendekia sebagai madrasah model merupakan upaya pemerintah dalam 
merespon berbagai gejala sosial termasuk di dalamnya gejala modernitas sehingga 
pemerintah merasa perlu untuk membuat model madrasah yang sesuai dengan 
kondisi sosial. Sebagaimana Keputusan Menteri Agama No. 744 Tahun 2017, 
pemerintah berupaya mendirikan 13 MAN Insan Cendekia di 13 provinsi di 
Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memaparkan relevansi 
antara kebijakan pemerintah dengan kondisi lapangan yang bertempat di sekolah-
sekolah tertentu.  
Penelitian ini berfokus pada kebijakan pendirian MAN Insan Cendekia dari segi 
pengembangannya. Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti dari presektif 
kebijakan pubik, karena banyak para akademisi/guru yang belum mengetahui 
fenomena baru tentang pengembangan madrasah di Indonesia.   
C. Konsep Kebijakan Pendidikan 
Kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan publik dalam bidang 
pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan publik di sini adalah 
“keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk 
merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah 
strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada 
masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan (Tilaar & 




Secara umum penyelengaraan pendidikan di Indonesia tak terlepas dari dua 
lembaga yang menaungi keberadaan lembaga pendidikan di Indonesia, yaitu 
Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pada 
konteks pendidikan Islam yakni madrasah dinaungi oleh Kementerian Agama RI. 
Kementerian Agama RI sendiri, mengelola tiga satuan pendidikan Islam yaitu 
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah 
(MA).  
Pada penelitain ini, peneliti mengkaji dan menganalisis kebijakan yang sudah 
ada. Nugroho yang dikutip oleh Sigit Purnomo membedakan analisis kebijakan 
menjadi dua, yaitu analisis untuk kebijakan dan analisis tentang kebijakan. Analisis 
tentang kebijakan sejajar atau dapat dipahami sebagai sinonim dari penelitian 
kebijakan, yaitu suatu penelitian tentang kebijakan yang sudah ada. Sedangkan 
analisis kebijakan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sebelumnya. 
a. Pengertian Kebijakan Pendidikan  
Kebijakan pendidikan mempunyai makna yang begitu luas dan bermacam-
macam sehingga perlu ditinjau dari berbagai macam prespektif. Menurut H.A.R 
Tilar dan Riant Nugroho  menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan 
bagian dari kebijakan publik. Pemahaman ini berdasarkan atas ciri-ciri kebijakan 
publik secara umum (Tilar dan Nugroho : 2009). 
1. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu 




2. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau 
kehidupan publik, bukan mengatur orang per-orang atau golongan. Di sini, 
Kebijakan Publik dipahami sebagai keputusan yang dibuat oleh institusi 
negara dalam rangka mencapai visi dan misi negara.  
Menurut Carter V. Good yang dikutip oleh Imron, mendevinisikan kebijakan 
pendidikan sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan 
beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situsional; pertimbangan 
tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoprasikan pendidikan yang bersifat 
melembaga; pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan 
sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat 
melembaga dapat tercapai (Imron : 1999). 
b. Karakteristik Kebijakan Pendidikan  
Kebijakan Pendidikan Menurut Ali Imron (1995) memilki karakteristik berikut : 
1. Memiliki tujuan pendidikan; kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan 
pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada 
pendidikan.  
2. Memiliki aspek legal-formal; kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat 
konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah 
wilayah hingga dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. 
3. Memiliki konsep oprasional; kebijakan pendidikan sebagai panduan yang 





c. Dasar dan Tujuan Kebijakan Pendidikan  
Dasar kebijakan pendidikan ditinjau dari segi sosiologis bahwa manusia selain 
sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk yang dapat didik dan proses 
pendidikan tersebut harus sesuai dengan hakikat manusia yang bebas (Tilar dan 
Nugroho : 2009). Adapun kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-
undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Sedangkan tujuan kebijakan pendidikan sendiri, dirumuskan berdasarkan pada 
pemahaman tentang kebijakan itu sendiri yaitu : (1) Tujuan kebijakan berdasarkan 
tingkatan masyarakat; (2) Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi; (3) 
Tujuan Kebijakan dilihat dari tingkat ekonomi (Rusdiana : 2015). 
d. Fungsi Kebijakan dan Pendidikan  
Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan 
pemerintah. Perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama 
orang tua, masyarakat dan pemerintah. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional disebutkan peran yang dilakukan oleh masyarakat dan 
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada pasal 9 disebutkan 
“Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam 
penyelenggaraan pendidikan”. Sedangkan pada pasal 10 disebutkan juga 
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, 
serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga 




Sebagaimana penjelasan di atas kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi 
pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan organisasi atau 
sekolah dengan masyarakat dan pemerintah dalam mencapai tujuan (Rusdiana : 
2015). 
e. Tingkatan Kebijakan Pendidikan  
Tingkat-tingkat kebijakan pendidikan yang menunjukan level kebijakan 
tersebut dirumuskan dan dilaksanakan menunjuk pada cakupannya, tingkatan 
pelaksanaan dan mereka yang terlibat di dalamnya sebagai berikut (Imron : 1996).  
1. Tingkat Kebijaksanaan Nasional (National Policy Level). Penentu 
kebijakan nasional adalah Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Kebijakan yang dilaksanakan oleh level nasional ini disebut juga 
kebijaksanaan administratif. 
2. Tingkat Kebijaksanaan Umum (General Policy Level). Tingktan ini, disebut 
dengan kebijakan eksekutif karena yang menentukan adalah mereka yang 
berada pada tatanan eksekutif. Adapun kebijaksanaannya terdiri dari tiga 
macam; Pertama, Undang-Undang. Kedua, peraturan pemerintah. Ketiga, 
keputusan dan instruksi Presiden.  
3. Tingkat Kebijakan Khusus (Special Policy Level). Letak penentunya ada 
ditangan menteri dan merupakan pembantu presiden selaku eksekutif. 
Tiingkatan kebijaksanaan ini ada berdasarkan yang berada pada 




4. Tingkat Kebijaksanaan Teknis (Technical Policy Level). Tingkat 
kebijaksanan ini disebut dengan kebijaksanaan operatif. Kerena kebijakan 
ini merupakan pedoman pelaksanaan. Penentu kebijaksanaan ini berada 
pada eslon dua ke bawah, seperti direktorat jendral atau pimpinan lembaga 
non-dapertemental.  
f. Aspek yang Harus Dikaji dalam Analisis Kebijakan Pendidikan 
Analisis kebijakan merupakan prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dalam 
sejarah manusia. Menurut Duncan, analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial 
terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta 
untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam upaya 
memecahkan masalah publik (Suryadi dan Tilar : 1994) Adapun menurut Stokey 
dan Zekhauser analisis kebijakan adalah suatu proses nasional dengan 
menggunakan metode dan teknik yang rasional pula. Selanjutnya mempersempit 
analisis kebijakan hanya untuk para pembuat keputusan yang rasional sebagai 
penentu tujuan kebijakan dan menggunakan proses logika dan menelusuri cara 
terbaik untuk mencapai suatu tujuan (Rusdiana : 2015).  
Sedangkan analisis kebijakan pendidikan menurut Penelaahan Sektor 
Pendidikan (PSP : 1986), prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan 
dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa 
alternatif kebijakan dalam pengambilan yang bersifat politis dalam rangka 




Sedangkan menurut penulis analisis kebijakan adalah suatu proses prosedural 
dalam mengkaji suatu kebijakan dengan menggunakan metode dan teknik yang 
rasional dalam rangka memecahkan suatu permasalah publik. Maka analisis 
kebijakan pendidikan diarahkan untuk menjelaskan, menelaah, dan memecahkan 
permasalahan pendidikan. Adapun aspek-aspek  yang harus dikaji dalam analisi 
kebijakan pendidikan adalah : 
1. Pelaku Kebijakan / Aktor Kebijakan  
Aktor Kebijakan pendidikan dikategorikan menjadi dua, yaitu para pelaku 
resmi dan para pelaku tidak resmi. Pelaku resmi kebijakan pendidikan adalah 
perseorangan dan lembaga yang secara legal memilki tanggung jawab berkenaan 
dengan pendidikan. Adapun aktor tidak resmi adalah kelompok berkepentingan, 
partai politik, serta media masa.  
Lebih jelas lagi kelompok kepentingan ini antara lain serikat guru, asosiasi yang 
mewakili jenis atau jenjang pendidikan tertentu, asosiasi yang mewakili peserta 
didik, asosiasi yang mewakili pimpinan perguruan tinggi, hingga asosiasi yang 
mewakili orang tua peserta didik (Mudjia Raharjo : 2010).  
2. Implementasi Kebijakan   
Aspek yang paling penting selanjutnya adalah implementasi kebijakan 
pendidikan. Menurut Dunn (Yoyon Bahtiar Irianto : 2009), implementasi kebijakan 
lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk didalamnya mengeksekusi dan 
mengarahkan. Lebih jelasnya implementasi kebijakan sebagai langkah dan tindak 




Tingkat keberhasilan proses tersebut tak terlepas dari berbagai faktor yang 
menjadi indikator keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan pendidikan. Menurut 
Soclihin dan Abdul Wahab (1990), berhasil atau tidaknya kebijakan akan 
ditentukan dengan berbagai faktor. 1) Kompleksitas kebijakan yang sudah 
dirumuskan. 2) Kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah. 3) 
Sumber-sumber potensial yang mendukung. 4) Keahlian pelaksanaan kebijakan. 5) 
Dukungan dari khalayak sasaran. 6) Efektifitas dan efisiensi birokrasi.  
D. Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Memahami implementasi kebijakan pendidikan perlu memahami terlebih 
dahulu pengertian implementasi kebijakan sendiri. Menurut Grindle yang dikutip 
oleh Rusdiana (2015)  menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya 
tidak hanya sebatas pada mekanisme penjebaran keputusan politik ke dalam 
prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, 
yaitu siapa yang memperoleh apa dalam suatu kebijakan.  
Adapun menurut Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman : 2002), implementasi 
kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan individu 
/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian 
tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut penulis, implementasi 
kebijakan pendidikan adalah suatu proses yang dilakuakan oleh pemerintah atau 
swasta dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan yang berkaitan 





a. Model Proses Implementasi Kebijakan 
Penelitian kebijakan terdapat dua teori yang bisa digunakan dalam suatu 
penelitian tentang kebijakan. Pertama, melaui pendekatan top-down. Kedua, 
melalui pendekatan bottom-up.  
Peneliti akan mengambil pendekatan top-down sebagai cara dalam 
menganalisis kebijakan pendidikan Kementerian Agama RI. Penedekatan top-down 
merupakan pendekatan yang dirumuskan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn 
(1975). Model mereka yang disebut dengan istilah a model of the policy 
implementation process (model proses implementasi kebijakan). Van Meter dan 
Horn dalam teorinya mereka beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-
perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifak kebijakan yang 
dilaksanakan. Kemudian keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba 
untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model 
konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja (performance). Kedua 
ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan kontrol dan kepatuhan 
bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. 
Memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang menurut mereka 
perlu dikaji dalam hubungan ini ialah, hambatan apakah yang terjadi dalam 
mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkan tingkat efektivitas 
mekanisme-mekanisme kontrol yang tersedia pada setiap jenjang struktur? 
Permasalahan ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah 
tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan. Seberapa pentingkah rasa 




kepatuhan. Berdasarkan pada pandangan inilah Van Meter dan Horn kemudian 
berusaha membuat tipologi kebijakan menurut;  
1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, dan  
2. Jangkauan lingkup komitmen terhadap tujuan di antara para aktor atau 
pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.  
Alasan dikemukakannya hal ini, bahwa proses implementasi itu akan 
dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Artinya implementasi 
pada program publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki 
relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang 
mengoprasikan program dilapangan, relatif tinggi. Hal lain yang akan dikemukakan 
oleh kedua ahli di atas ialah jalan oleh sejumlah variabel bebas (independent 
variable) yang saling berkaitan. Variabel bebas yang dimaksudkan ialah:  
1. Standar ukuran / tujuan kebijakan. 
2. Sumber-sumber kebijakan. 
3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/ instansi pelaksana.  
4. Komunikasi anatara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. 
5. Sikap para pelaksana. 
6. Lingkup ekonomi, sosial, dan politik.  
Variabel-variabel kebijakan  yang bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang 
telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan 
pelaksana meliputi organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya, 




kelompok-kelompok sasaran. Akhirnnya pusat perhatian pada sikap para pelaksana 
mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoprasikan 
program di lapangan (Abdul Wahab : 2015). 
 
